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BUPATI ROKAN HILIR
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR

NOMOR »» TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Menimbang :

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

BUPATI ROKAN HILIR,

bahwa untuk memberikan pelayanan dasar yang
merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten
Rokan Hilir perlu disusun rencana pencapaian Standar
Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan
Hilir,
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
haruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir:

b.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi
dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181
Tambahan, Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4880),
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286):
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400):

4.
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10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4421):

5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor
4844),

1

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038):

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4578),

8.

C
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585):

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738):

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (SPM):
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008
tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang
Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/kota
sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di
Kabupaten/Kota,
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008
tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang
Kesehatan Kabupaten/Kota,
Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 Tahun 2008 tentang
Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Sosial
Kabupaten / Kota,
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun
2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Lingkungan
Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota:
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23,

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun
2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang
Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota,
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 1

Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal di Bidang
Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan,
Peraturan Kepala BKKBN Nomor 55/HK-010/B5 Tahun
2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota,
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun
2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar
di Kabupaten/Kota:
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Nomor per
15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal di
Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
per 04/MEN/IV/2011 tentang Perubahan Atas Lampiran
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Nomor
15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
dibidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 229):

Fa

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22
Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kominfo di Kabupaten/Kota:
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Pekerjaan Umum dan Penata Ruang:
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.108/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesenian,
Peraturan Menteri Pertanian Nomor
65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan
Kabupaten/Kota,
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 81 Tahun 2011
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota,
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Penanaman Modai Provinsi Kabupaten/Kota:
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
(5234):
Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun
2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir
(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10),
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30. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun
2007 tentang Pembentukkan Organisasi, Kedudukan,
Tugas Pokok Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan
Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 11):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANAN PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KABUPATEN
ROKAN HILIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Kabupaten. Rokan Hilir,
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan

Hilir:
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir,

Urusan Pemerintah Daerah adalah fungsi Pemerintah yang
menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan susunan
Pemerintahan untuk mengatur dan mengurusnya yang
menjadi kewenangan dalam rangka melindungi, melayani
dan memberdayakan dan kesejahteraan masyarakat:

5. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan
dengan hak dan pelayanan dasar warga yang
penyelenggaraannya diwajibkan oleh Peraturan Perundang-
Undangan kepada Daerah untuk perlindungan hak
konstitusional, kepentiigan nasional, kesejahteraan
masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum dalam
rangka menjaga keutuhan Negara:

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disningkat
dengan SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Rokan Hilir,

7. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang
mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dan
masyarakat dalam kehidupan social, ekonomi dan
pemerintahan,

3. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat
SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan
dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak
diperoleh setiap warga Negara secara minimal:

4,



9. Kriteria merupakan factor-faktor penentu serta
karakteristik dari jenis pelayanan dasar, indikator dan
nilai, batas waktu pencapaian dan pengorganisasian
penyelenggaraan pelayanann dasar dimaksud,

10. Indikator SPM adalah tolak ukur persentasi kuantitatif
yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran
yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM, berupa
masukan,keluaran dan manfaat pelayanan dasar,

BAB II

RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 2

1) Rencana pencapaian SPM merupakan target pencapaian
SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah
untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan

/D biaya dalam penyelenggaraan dasar,

2) Rencana pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari :

a. Rencana Pencapaian SPM dibidang Pemerintahan
Dalam Negeri:
Rencana Pencapaian SPM dibidang Kesehatan,
Rencana Pencapaian SPM dibidang Sosial:
Rencana Pencapaian SPM dibidang lingkungan Hidup,
Rencana Pencapaian SPM dibidang Perumahan Rakyat,
Rencana Pencapaian SPM dibidang Layanan Terpadu
bagi perempuan dan anak korban kekerasan,
Rencana Pencapaian SPM dibidang Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera,
Rencana Pencapaian SPM dibidang Pendidikan Dasar,
Rencana Pencapaian SPM dibidang Ketenagakerjaan,
Rencana Pencapaian SPM dibidang Komunikasi dan
Informatika,

k. Rencana Pencapaian SPM dibidang Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang:

Il. Rencana Pencapaian SPM dibidang Kesenian,
m. Rencana Pencapaian SPM dibidang Ketahanan Pagan:
n. Rencana Pencapaian SPM dibidang Perhubungan
Oo. Rencana Pencapaian SPM dibidang Penanaman Modal)

b.

d.
e.
£

g
h.
L

3) Rencana pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

1) Rencana pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) menjadi salah satu faktor dalam menyusun kebijakan
umum APBD (KUA) dan Prioritas plafon Anggaran (PPA),
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2)

2)

1)

2)

Rencana pencapaian SPM menjadi pedoman dalam
penyusunan Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja SKPD,
Rencana Kerja pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD
dan Prioritas plafon Anggaran:

Pasal 4

Rencana pencapaian dan penerapan SPM merupakan tolak
ukur tinggkat prestasi kerja pelayanan dasar pada urusan
wajib pemerintah Daerah:

Tolak ukur tingkat prestasi kerja pelayanan dasar dalam

1)

pencapaian dan penerapan SPM dimuat dalam program dan
kegiatan prioritas pembagunan daerah.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 5

C

Pendanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan rencana
Pencapaian SPM merupakan tugas dan tanggungjawab
Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 6

SKPD menyampaikan laporan hasil penerapan dan
pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

Bupati menyampaikan laporan hasil penerapan dan
pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada Gubernur
berdasarkan laporan sebagaimana pada ayat (1)

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan atas penerapan dan
pencapaian SPM di daerah dilakukan oleh Bupati.
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BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan
Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 27 yuli 2015

BUPATNROKAN HILIR,
C

H. SUYATNO

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 27 Juli 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

2.

H. SURYA ARFAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2015 NOMOR z2
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bencana
skala

Kab/Kota
yang

m
enerim

a
skala

Kab/Kota
bantuan

sosial
selam

a
m
asa

tanggap
darurat

8016
2015

77.51
79.3

D
inas

Sosial

b
Evakuasi korban

bencana
skala

Persentase
korban

bencana
skala

Kab/Kota
yang

Kab/Kota
dievakuasidengan

m
enggunakan

sarana
prasarana

8046
2015

80
85

D
inas

Sosial
tanggap

darurat
lengkap

4
Pelaksanaan

dan
pengem

bangan
jam

inan
sosialbagi penyandang

cacat fisik
dan

m
ental serta

lanjut usia
tidak

potensial
PN

:
,

D
inas

Sosial
-

Penyelenggaraan
jam

inan
sosialskala

Persentase
penyandang

cacat fisik
dan

m
entalserta

lanjut
Kab/Kota

usia
tidak

potensial yang
telah

m
enerim

a
jam

inan
sosial

40Y6
2015

54,41
60.1

1357
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1
2

3
4

5
6

7
8

9

1
(Pelayanan

pencegahan
pencem

aran
air

Persentase
Jum

lah
usaha

dan/atau
kegiatan

yang
m
enaati

persyaratan
adm

inistrasi dan
teknis

pencegahan
10044

2013
100

100
Bapedal

pencem
aran

air

2
(Pelayanan

pencegahan
pencem

aran
udara

Persentase
jum

lah
usaha

dan/atau
kegiatan

sum
ber

tidak
darisum

ber
tidak

tergerak
bergerak

yang
m
em

enuhipersyaratan
adm

inistrasi
dan

1004
2013

100
100

Bapedal
teknis

pencegahan
pencem

aran
udara

3
(Pelayanan

inform
asistatus

kerusakan
Persentase

luasan
lahan

dan/atau
tanah

untuk
produksi

jahan
dan/atau

tanah
untuk

produksi
biom

assa
yang

telah
ditetapkan

dan
diinform

asikan
status

10014
2013

100
100

Bapedal
biom

assa
kerusakannya

4
|Pelayanan

tindak
lanjutpengaduan

Persentase
jum

lah
pengaduan

m
asyarakat

akibat
adanya

m
asyarakat akibat

adanya
dugaan

dugaan
pencem

aran
dan/atau

perusakan
lingkungan

hidup
9056

2013
100

100
Bapedal

pencem
aran

dan/atau
perusakan

KN
|

lingkungan
bidun—
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PEN
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G
G
U
N
G
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PEN
CAPAI

JAW
AB

Indikator
N
ilai

AN
2016

2017

1
2

3
4

5
6

7
8

9

1
(Rum

ah
layak

hunidan
terjangkau

Cakupan
ketersediaan

rum
ah

layak
huni

10046
2025

75
80

Bapem
as

Cakupan
layanan

rum
ah

layak
huniyang

terjangkau
70Y0

2025
60

es
Bapem

as

2
(Lingkungan

yang
sehat

dan
am

an
yang

Cakupan
lingkungan

yang
sehat

dan
am

an
yang

didukung

didukung
dengan

prasarana,
sarana

dan
dengan

PSU
10044

2025
55

65
Bapem

as
utilitas

um
um

(PSU
)
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2017

l
2

3
4

5
6

7
8

9
1

(Penanganan
pengaduan/laporan

korban
Cakupan

perem
puan

dan
anak

korban
kekerasan

yang
kekerasan

terhadap
perem

puan
dan

anak
m
endapat

penanganan
pengaduan

oleh
petugas

terlatih
di

Kantor
Pem

berdayaan

dalam
unit

1006
2014

100
100

(Perem
puan

dan
Keluarga

Berencana

2
(Pelayanan

kesehatan
bagiperem

puan
dan

Cakupan
perem

puan
dan

anak
korban

kekerasan
yang

anak
korban

kekerasan
m
endapatkan

layanan
kesehatan

oleh
tenaga

kesehatan
10076

dari
Kantor

Pem
berdayaan

terlatih
diPuskesm

as
m
am

pu
tatalaksana

KTP/A
dan

sasaran
2014

100
100

(Perem
puan

dan

PPT/PKT
diRS

program
Keluarga

Berencana

3
IRehabilitas

sosialbagiperem
puan

dan
Cakupan

layanan
rehabilitas

sosialyang
diberikan

oleh
anak

korban
kekerasan

petugas
rehabilitas

sosialterlatih
bagi perem

puan
dan

anak
Kantor

Pem
berdayaan

korban
kekerasan

didalam
unit

pelayanan
terpadu

156
2014

7S
75

Perem
puan

dan
Keluarga

Berencana

Cakupan
layanan

bim
bingan

rohaniyang
diberikan

oleh

petugas
bim

bingan
rohaniterlatih

bagiperem
puan

dan
Kantor

Pem
berdayaan

anak
korban

kekerasan
didalam

unit
pelayanan

terpadu
TS

2014
75

75
Perem

puan
dan

Keluarga
Berencana

4
IPenegakan

dan
bantuan

hukum
bagi

Cakupan
Penegakan

hukum
daritingkatpenyidikan

perem
puan

dan
anak

korban
kekerasan

sam
paidengan

putusan
pengadilan

atas
kasus-kasus

Kantor
Pem

berdayaan

kekerasan
terhadap

perem
puan

dan
anak

80
2014

70
70

(Perem
puan

dan
Keluarga

Berencana

Cakupan
perem

puan
dan

anak
korban

kekerasan
yang

m
endapatkan

layanan
bantuan

hukum
Kantor

Pem
berdayaan

5040
2014

50
50

(Perem
puan

dan
Keluarga

Berencana

5
|Pem

ulungan
dan

reintegrasi sosialbagi
Cakupan

layanan
pem

utungan
bagiperem

puan
dan

anak

perem
puan

dan
korban

kekerasan
korban

kekerasan
Kantor

Pem
berdayaan

5092
2014

50
50

Perem
puan

dan
Keluarga

Berencana

Cakupan
layanan

reintegrasi
sosialbagiperem

puan
dan

anak
korban

kekerasan
Kantor

Pem
berdayaan

1000
2014

100
100

|Perem
puan

dan
Keluarga

Berencana
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AN
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2017

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1

om
unikasi

Inform
asidan

Edukasi
Cakupan

Pasangan
U
sia

Subur
yang

isterinya
dibaw

ah
usia

Kantor
Pem

berdayaan
Keluarga

Berencana
dan

Keluarga
20

Tahun
3,5Ya

1001
2014

3.5
4

per
dan

Sejahtera
(KIE

KB
dan

KS)
.

'
Cm

puan
Cg

Keluarga
Berencana

Cakupan
sasaran

Pasangan
U
sia

Subur
m
enjadi Peserta

KB
Kantor

Pem
berdayaan

?
10046

2014
75

80
|Perem

puan
dan

Keluarga
Berencana

Cakupan
Pasangankere

usi
yang

ingin
ber-KB

tidak
Kantor

Pem
berdayaan

penuhi
(

6
10096

2014
10

12
IPerem

puan
dan

Keluarga
Berencana

-
Fa

Cakupan
Anggota

Bina
Keluarga

Balita
(BKB)

ber
KB

70
Kantor

Pem
berdayaan

1005
2014

85
90

Perem
puan

dan
Keluarga

Berencana

Cakupan
PU

S
peserta

KB
Anggota

U
saha

Peningkatan
Kantor

Pem
berdayaan

-
9

Pendapatan
Keluarga

Sejahtera
(U
PPKS) yang

ber-KB
87x

10054
2014

87
90

perem
puan

dan
Keluarga

Berencana

Ratio
Peagas

Papan
gan

K3
/gem

a
(PLKB/PKB)

1
Kantor

Pem
berdayaan

petugas
diseuap

a)
D
esa

an
10099

2014
80

85
|Perem

puan
dan

Keluarga
Berencana

Be
aan

Kelurahan
KB

(PPKBD
)

1
(Satu)

petugas
Kantor

Pem
berdayaan

p
sesa

10076
2014

90
92

|Perem
puan

dan
Keluarga

Berencana

2
|Penyediaan

Alat
dan

O
bat

Kontrasepsi
Cakupan

penyediaan alat
dan

obatkontrasepsi U
ntuk

Kantor
Pem

berdayaan
Pp

m
asyar

seuap
tahun

1006
2014

13
25

Perem
puan

dan
Keluarga

Berencana

3
|Penyediaan

Inform
asiD

ata
M
ikro

M
es

as
data

m
ikro

keluarga
Kantor

Pem
berdayaan

P
o

suap
tahun

10046
2014

100
100

Perem
puan

dan
Keluarga

Berencana

n
Yo

Ia
Dn

pan
per

D
es:
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1
2

3
4

5
6

7
8

9
1

(Pendidikan
D
asar

Tersedianya
satuan

pendidikan
dalam

jarak
yang

terjangkau
dengan

berjalan
kakiyaitu

m
aksim

al
3
km

.
untuk

SD
/M

I
dan

6
km

untuk
SM

P/M
TS

darikelom
pok

10076
2015

100
100

D
inas

Pendidikan

pem
ukim

an
perm

anen
didaerah

terpencil

Jum
lah

peserta
didik

dalam
setiap

rom
bongan

belajar
untuk

SD
/M

I
tidak

m
elebihi 32

orang
dan

untuk
SM

P/M
Ts

tidak
m
elebihi 36

orang. U
ntuk

setiap
rom

bongan
belajar

tersedia
satu

ruang
kelas

yang
dilengkapidengan

m
eja

10095
2015

100
100

D
inas

Pendidikan
kursiyang

cukup
untuk

peserta
didik

dan
guru

serta
papan

tulis

D
isetiap

SM
P/M

Ts
tersedia

Lab
IPA

yang
dilengkapi dengan

m
eja

dan
kursiyang

cukup
untuk

36
peserta

didik
dan

.

m
inim

al
1
setperalatan

praktek
IPA

untuk
dem

onstrasi
dan!

10076
2015

50
100

D
inas

Pendidikan

eksperim
en

peserta
didik

D
isetiap

SD
/M

I
dan

SM
P/M

Ts
tersedia

1
ruang

guru
yang

dilengkapi dengan
m
eja

dan
kursi untuk

setiap
guru,

10046
2015

50
100

D
inas

Pendidikan
kepala

sekolah
dan

stafkependidikan
lainnya

D
isetiap

SD
/M

I
tersedia

1
orang

guru
untuk

setiap
32

peserta
didik

dan
6
orang

guru
untuk

setiap
satuan

,

pendidikan
dan

untuk
daerah

khusus
4
orang

guru
setiap

10046
2015

100
100

D
inas

Pendidikan

satuan
pendidikan

D
isetiap

SM
P/M

Ts
tersedia

1
orang

guru
untuk

setiap
m
ata

pelajaran
dan

untuk
daerah

khusus
tersedia

1
orang

guru
,

1005
2015

80
100

D
inas

Pendidikan
utnuk

setiap
satu

rum
pun

m
ata

pelajaran

X5



BATAS
TARG

ET
PER

STAN
D
AR

PELAYAN
AN

M
IN
IM

AL
W
AKTU

SKPD
PEN

AN
G
G
U
N
G

KET
.

TAH
U
N

(20)
N
O

JEN
IS

PELAYAN
AN

D
ASAR

PEN
CAPAI

JAW
AB

Indikator
N
ilai

AN
2016

2017

1
2

3
4

5
6

7
8

9

1
Pendidikan

D
asar

7
D
isetiap

SD
/M

I
tersedia

2
orang

guru
yang

m
em

enuhi
kualifikasi akadem

ik
S1

atau
D
4
dan

2
orang

guru
yang

10045
2015

80
100

D
inas

Pendidikan
telah

m
em

iliki sertifikatpendidik
8

D
isetiap

SM
P/M

Ts
tersedia

guru
dengan

kualifikasi
akadem

ik
S1

dan
D
4
sebanyak 70x

dan
separuh

diantaranya
(354

darikeseluruhan
guru)

telah
m
em

iliki
10015

2015
80

100
D
inas

Pendidikan
sertifikatpendidik

atau
daerah

khusus
m
asing-m

asing
sebanyak

4046
dan

20

9
D
isetiap

SM
P/M

Ts
tersedia

guru
dengan

kualifikasi
akadem

ik
S1

atau
D
4
dan

telah
m
em

ilikisertifikat
pendidik

m
asing-m

asing
satu

orang
untuk

m
ata

pelajaran
10046

2015
50

100
D
inas

Pendidikan
M
atem

atika, IPA, Bahasa
Indonesia

dan
Bahasa

Inggris

10
D
isetiap

Kab/Kota
sem

ua
Kepala

SD
/M

!
berkualitas

akadem
ik

S1
atau

D
4
dan

telah
m
em

ilikisertifikatpendidik
10044

2015
50

100
D
inas

Pendidikan

11
D
isetiap

Kab/Kota
Kepala

SM
P/M

Ts
berkualifikasi

.

akadem
ik

S1
atau

D
4

10014
2015

50
100

D
inas

Pendidikan

12
D
isetiap

Kab/Kota
sem

ua
pengaw

as
SD

/M
I
berkualifikasi

.

akadem
ik

S1
atau

D
4

100760
2015

100
100

D
inas

Pendidikan

13
Pem

erintah
Kab/Kota

m
em

iliki rencana
dan

m
elaksanakan

kegiatan
untuk

m
em

bantu
satuan

pendidikan
dalam

,

m
engem

bangkan
kurikulum

dan
proses

pem
belajaran

yang
10046

2015
100

100
D
inas

Pendidikan

efektif

14
Kunjungan

pengaw
as

ke
satuan

pendidikan
dilakukan

1

kalisetiap
bulan

dan
setiap

kunjungan
dilakukan

selam
a
3

,
10045

2015
100

100
D
inas

Pendidikan
jam

untuk
m
elakukan

supervisi dan
pem

binaan

1g
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Besaran
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kerja
yang

m
endapatkan

pelatihan
berbasis

D
inas

Tenaga
Kerja

dan
2,

kom
petensi

75
2016

75
80

Transm
igrasi

Besaran
tenaga

kerja
yang

m
endapatpelatihan

berbasis
D
inas

Tenaga
Kerja

dan
m
asyarakat

606
2016

63
60

Transm
igrasi

Besaran
tenaga

kerja
yang

m
endapatkan

pelatihan
D
inas

Tenaga
Kerja

dan
kew

irausahaan
G
O
T

2016
65

75
Transm

igrasi

2
Pelatihan

penem
patan

tenaga
kerja

Besaran
pencari kerja

yang
terdaftaryang

ditem
patkan

D
inas

Tenaga
Kerja

dan
70Yo

2016
70

70
Transm

igrasi

3
|Pelayanan

penyelesaian
perselisihan

Besaran
kasus

yang
diselesaikan

dengan
Perjanjian

D
inas

Tenaga
Kerja

dan
hubungan

industrial
Bersam

a
(PB)

5096
2016

50
50

Transm
igrasi

4
Pelayanan

kepesertaan
Jam

sostek
Beserta

pekerja/buruh
yang

m
enjadipeserta

program
D
inas

Tenaga
Kerja

dan
Jam

sostek
506

2016
51

50
Transm

igrasi

5
IPelayanan

pengaw
asan

ketenagakerjaan
Besaran

Pem
eriksaan

Perusahaan
D
inas

Tenaga
Kerja

dan
4544

2016
66

66
Transm

igrasi

Besaran
pengujian

peralatan
diPerusahaan

D
inas

Tenaga
Kerja

dan
506

2016
50

50
Transm

igrasi

«
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D
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inasiInform
asiN

asional
Pelaksanaan

D
isem

inasidan
Pendistribusian

Inform
asi

D
inas

Perhubungan,
N
asionalm

elalui
:

10076
2014

0
0

|Kom
unikasidan

PN
Inform

atika
M
edia

m
assa

sepertim
ajalah,

radio
dan

televisi
100Y6

2014
75

75

.
M
edia

baru
seperti w

ebsite
(m

edia
online)

10049
2014

75
75

M
edia

tradisional
sepertipertunjukan

rakyat
1002

2014
8

8

-
M
edia

interpersonal
seperti sarasehan,ceram

ah/ diskusi
dan

lokakarya
dan/atau

.
10072

2014
2

2

M
edia

luar
ruang

seperti m
edia

buletin, leaflet,
booklet,

brosur,
spanduk

dan
baliho

100Y4
2014

8
8

2
IPengem

bangan
dan

pem
berdayaan

Cakupan
pengem

bangan
dan

pem
berdayaan

Kelom
pok

D
inas

Perhubungan,
Kelom

pok
Inform

asiM
asyarakat

Inform
asiM

asyarakat
diTingkat

Kecam
atan

50
2014

50
50

Kom
unikasidan

Inform
atika

.b.«
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D
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Pengairan
b

Persentase
terhubungnya

pusat-pusat
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(D
inas
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Konstruksi

Persentase
tersedianya

layanan
Izin

U
saha

Jasa
Konstruksi

,
a

(IU
JK)
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-
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7
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10
Revitalisasi

11
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13
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14
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Pengem
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Provinsi,Kab/Kota
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elaksanakan
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bangan
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anfaatan
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aupun
teknikal

Pem
berian

bantuan
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bingan
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rganisasi
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Seni
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m
inim

al
m
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3044
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enjadicakupan
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Pem
uda

|
1

Sarjana
seni

dan
O
lahraga

2
Pakar

seni
3
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8
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inim
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|
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pai Tahun

2014

7
Cakupan

O
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|
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Pelayanan

Tersedianya
angkutan

um
um

yang
m
elayani w

ilayah
yang

telah
tersedia

D
inas

Angkutan
Jalan

jaringan
jalan

untukjaringan
jalan

Kabupaten/Kota
Perhubungan,

75Yo
2014

75
75

IKkom
unikasi dan

Inform
atika

Tersedianya
angkutan

um
um

yang
m
elayanijaringan

trayek
yang

D
inas

m
enghubungkan

daerah
tertinggal dan

terpencil
dengan

w
ilayah

yang
telah

Perhubungan,
berkem

bang
pada

w
ilayah

yang
telah
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jaringan

jalan
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|
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|Kom
unikasi dan

Kabupaten/Kota
Inform

atika
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Jaringan
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Tersedianya

halte
pada

setiap
Kabupaten/Kota

yang
telah

dilayani
D
inas

Angkutan
Jalan

angkutan
um

um
dalam

trayek
Perhubungan,
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Tersedianya
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inalangkutan
penum

pang
pada

setiap
Kabupaten/Kota

D
inas

yang
telah
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um

um
dalam

trayek
Perhubungan,
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|
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unikasi dan
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Tersedianya
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arka, dan
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D
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Jalan

penerangan
jalan

um
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(PJU
)
pada

jalan
Kabupaten/Kota:

Perhubungan,
60Yo

2014
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|
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unikasi dan
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atika

Tersedianya
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jalanfram

bu, m
arka, dan

guardrill)
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D
inas

jalan
Kabupaten/Kota

Perhubungan,
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2014
60

|
60

IKom
unikasi dan
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atika

Tersedianya
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penerangan
jalan
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Kab/Kota
Perhubungan,

600
2014
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kendaraan

w
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2014
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D
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Kom

unikasi
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Tersedianya
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ber

D
aya

M
anusia

(SD
M
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pengujian
kendaraan

D
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berm
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m
elakukan
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Perhubungan,
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berm
otor

10076
2014
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|
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asi dah
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D
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M
anusia

(SD
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M
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D
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Perhubungan,
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40
40
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asidan

Kom
unikasi
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Tersedianya
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ber

D
aya

M
anusia

(SD
M
) yang

m
em

ilikikom
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D
inas

sebagaipengaw
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kenaikan
kendaraan

pada
setiap

perusahaan
angkutan

Perhubungan,
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asi dan
Kom

unikasi
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sektor/bidang

usaha
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Penanam

an

M
odal

M
odaldan

Pelayanan
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|
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2
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Penanam

an
|Terselenggaranya
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D
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Penanam
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odal
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enengah
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Sayanan
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odal
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odalm
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Penanam
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odal D
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D
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Perusahaan
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U
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Perdagangan
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Izin

M
em

pekerjakan
Tenaga

Kerja
10049
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|
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1
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pelaksanaan
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M
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